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LATAR BELAKANG MASALAH

Saat ini Aborsi menjadi salah satu masalah yang cukup
serius, dilihat dari tingginya angka aborsi yang kian meningkat
dari tahun ke tahun. Di Indonesia sendin, angka pembunuhan
janin per tahun sudah mencapai 3 jula. Angka yang tidak sedikit
mengingat besarnya tingkat kehamilan di Indonesia. Selain itu, ada
vg mengkategorikan aborsi itu pembunuhan. Ada yang melarang
atas nama agama. Ada yang menyatakan bahwa jabang bayi juga
punya hak hidup sehingga harus dipertahankan dan lain-lain.’

Aborsi juga merugpakan penyvebab kematian ibu hanya sag
muncul dalem bentuk komplkasi perdarahan dan sepsis. Akan
tetapl, kematian ibu vang disebabkan kompikas aborsi sermg
tidak muncul dalam lporan kematian, tetapi dilaporkan sebagal
perdarahan atau sepsis. Hal itu terjadi karera hingga saat in
aborsi masih merupakan masalahkortroversial di masyarakat.®

WHO memperkirakan 10-50% kematian ibu disebabkan
okh aborsi (tergantung kondisi masing-masing  negara)
Diperkirakan di seluruh duna setiap tahun diakukan 20 jua
aborsi tidak aman 70.000 wanta menirnggal akibat aborsi tidak
aman, dan 1 dari 8 kematian ibu disebabkan okeh aborsi tidak
aman Di Asia temggara, WHO memperkirakan 4 2 juta aborsi
dilbkukan sefiap tahunnya, di artaranya 750.000 sampai 1,5 juta
terjadi di Indoresia. Risiko kematian akibat aborsi tidak aman di
wikiyah Asia diperkirakan antara 1 dari 250, negara maju hanya 1
dari 3700. Angka tersebut memberikan gambaran bahwa masalah

Y Ekandari Sulistyaningeih faturachman, Tiampak social Psikoingis Perknzaan &, 2002
Buletin psikolog , Tahun X No. 1, fal. 8.
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aborsi di Indonesia masih cukup besar.”

Tidak sedikit perempuan yarmg mengalami kelamilan yang
lidak direncarakan aitu perempuan yang menjadi  korban
perkosaan dan menyebabkan perempuan  itu hamil Terlunya
kehamilan yang diakibatkan okeh adanya perkosaaan merupakan
hal| yang sangat berbeda apabila dibandingka n dengan kehamilan
dalam sebuah keluarga yang didasarkan atas ikatan perkawiman
yang sah dan telah direncanakan dengan matang meklu
pertimbargan yang matang juga tentunya. Kehamibn yang
diakibatkan okh adanya perkosaan dapat mengakibatkan hal
yang samgat senus  yaitu secara  fisik mawun kejwaan
(psikokgis). Akibat fisitk yang dialami okh korban perkosaan
artara k&in adalbh kerwsakan organ tubuh seperti robeknys
selpu dara, pingsan atau menmggal korbansangat mungkin
terkera penyakit menular sekswal (PMS) dan kehamilan yarg
dialami tidak dike he ndaki®.

Okh sebab itu fidak menuiup kemumngkinan perempuan
yvang men@adi korban perkosaan dan kemuwian mergaami
kehamilan akan memiih memnggugukan kandungannya atau
aborsi sebagai akermatif vang dipilh  Hal tersebut justru
sangat membahayakan bagi ibu ifu sendii maupun @Enn
vang sedamg dikamdurgnya. Tindakan aborsi tersebut seperti
sekeping wang logam, yaitu disatu sisi diamggap sebagal bentk
pembununan atas gnn, di sisi kindianggap sebagai solusi urtik
mengak hiri ke hamilan yang tidak diingirkan®.

" Mun Dikman Ansar, 2009, Apa Kabar Abortus, Dilema ek mar: Kile Ciptakan Platform
Bersama Dalam Menyikap Abartus, DI aalam Like Wilard|o (ed), Rioetika - Mengurung
Minctaurus di datam labirin, Pustka Peorcik 3atatga, cetakan kedua

" Ekandan Sulistyangningih Faturochman,"Dampak Sosial Psikologis Perkosaan”, 2002
Buletin Psikology Tahun X Mo 1, hal .9

: Abarsi di tndonesig 2,6 juto pertohun, OB Pebruar 2010, Onhineg, Internet,

2h-1uta- pertahun)



Tindakan pergguguwan kandungan atau aborsi wak uun
sudah diatr dalm perudangan-wdangan  Indoresia  serta
dilrang dan hanya diperbokehkan dalbm keadaan terte ntu tetapi
limakan aborsi masih sajg ada. Pada hakekatnya korban
perkosaan adalbh tetap manwsia yang mempunyai hak sama
dengan mansia yang Binnya, termaswk perghargaan dan
pemgyhormatan atas perdapat, keputusan atau hasil- hasil
pemikirannya yang bemanrfaat bagi dirinvva sendir, asakan
tidak merugikan orang lkin dan tidak merwgikan din  sendiri.
Dalam hal in kehdwan @ann pun harwes tetap di hormati
bahwa @|nn juga mempunyai hak atas kehidupan

Dari perudang-undamgan yang berlku di Indoresia,
aborsi diberarkan secara hukum jka dilbkiukan karere adanya
alasan atau perimbangan medis atau kedaruratan medis untuk
menyelamatkan nyawa ibu hamil. Hal ini diatur dalam Undang-
Undang Kesehatan MNo.36 tahun 2008, dimana teraga medis
diperbokehkan untuk melakwkan aborsi kgal pada perempuan
hamil karema alsan medis dergan persetujlan peremplan
yvang bersarmgkuan diserai suami atau keliarganya. Alksan in
vang memungkirkan perempuan  itu  sendii memutuskan
mengak hirl kehamilannya,

Pelaksanaan trdakan aborsi okeh korban perkosaan masin
meremu kendala, mulal dan seak korban datamg ke rumah sakit atsu
prakik dokier untuk memina vsum sementam korban tdak membawa
surat permirtaan dan kepolsian atau belum melapokan ke kepoisian
sampal dalam waya melakukan aborsi terkait syarat syarat yg hans
dipenuh cleh pasien agar firdakan aborsi tidak melanggar aturan yang
adain tentunya akan memu kendala yang fidak sedikit,

Tela h dilak ukan beberapa pereltian terkait masakh aborsi
oleh mahasiswa Program Studi Magister limu Hukum Program

FPascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata antara lain



dengan judul "Tinjauan Yurdis Aborsi Yang Diakukan Oleh
Karban Perkosaan Ditinjau Dan Hukum Positf Dan Hak Asasi
Manusia® serta “Aborsi dalam Kitab Undamg-Undang Hukum
Pidana Dan Umdamg- Undang Kesehatan Republik Indoresia
No 36 Tahun 2009 dikaitkan dengan azas pro ife dan
prochoice " dimana keduanya kbih berwsata fokus pada ada
tidaknya pelanggaran HAM serta masih mengacu pada
Urdamg- Undang Kesehatan (UUK) nomor 23 tahun 1992  Hal
|in  yang kemuwdian membuat permasakhan aborsi in semakin
merarnk adalh dengan di udamgkannya Undang — Umdarg
momor 36 tahun 2009 tentamg Kesehatan yamg memnggantikan
Urdang-Umdang momor 23 tahun 1992 tentang Kesehalan
dimana di dalam UUK 36 / 2009 telah diatur diijinkannya aborsi
pada korban perkosaaan dengan ketentuan yang  di
syarakantentunya pembahasan bagaimana pelaksamaannya dan
kendala vang dihadapi adalkh seswtu yvang sangat menmark
dan belum permahdilakukan pensitian serupa.

Berdasarkan uraian di atas maka penuls mencoba menelti
dan mengamalisa bagaimara pemgaturan lindakan aborsi akibat

perkosaan meblu tesisdergan judul
“ HAK ABORSI|I BAGI WANITA KORBAN PERKOSAAN DALAM

TINJAUAN UNDANG UNDANG KESEHATAN NO 36 TAHUN 2009
DAN HAK ASAS| MANUSIA'

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam ktar belakamg tersebut di atas,

maka dalam pereltian tesis in dapat dirumuskan beberapa

permasakkan, vailu sebagai berikd |



Bagaimarakah proses perngaturan tentang Hak aborsi
bagi wanta korban perkosaan ditinjpu dari Undang -
Umdang Kesehatan no 36 Tahun 2008 dan Hak Asasi

Manusia?

Apakah bhak aborsi bagi wanta korban perkosaan
melanggar Hak Asasi Manusia dan Hak Reprod uksi?

Bagaimanakah hak aborsi bagi wanita korban perkosaan
dalam prakteknya di Indonresia serta kaitannya dengan

ketentuan hukum terkait?

TUJUAN PENELITIAN

Seswai dengan perumwsan masalah  yvanmg  telah

dirumuskan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai

dalam peneltian tesis in, vaitu terdin dari .

1.

Untuik mendapatkan gambaran merngerai  proses
permgatuan tentang Hak aborsi bagi wanta korban
perkosaan ditingu dan Undang - Undang Kesehatan mo
36 Tahun 2009 dan Hak Asasi Manusia.

Untuk mengetahu gambaran secara ghs dan past
apakah Hak aborsi bagi wanta korban perkosaan
menyebabkan terlanggar atau tidaknya Hak Asasi Manusia
dan Hak Reprodiksi.

Untuk mengetahu gambaran hak aborsi bagi wanta karban
perkosaan dalam prakleknya di Indoresia serta kaitannya

dengan ketentuan hukum terkait.



D.

MANFAAT PENELITIAN

;

Manfaat Tearitis

a) Menambah Memberikan tambahan pergetahuan dan
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wawasan bagi penulis menge nai tindakan aborsi dalam
perspektif hukun, khususnya Hak aborsi bagi warnita
Korban perkosaan.

Menambah pengetahuan dan pemahaman dalam rangka
pengembangan imu huikum bagi masvarakat
umum, komunitas hkum serta khswsna
bagi mahasiswa Magister Hikum Kesehatan mengerai
tirdakan aborsi dalam perspektif hukum, khis s nya
tindakan Hak aborsi bagi wanita korban perkosaan
Memberikan s umbangan pengetahuan bagi masyarakat
lias khususnya kepada kaum peremplan menge nai
tirdakan aborsi dalam perspektif hukum, khususnya
Hak aborsi bagi wanta korban perkosaan sehingga
kaum perempuan memalami secara utuh tindakan
aborsi beserta konsekue rnsi huk um nya.

Sebagal bahan rekomerdasi pembuat peratuan
perudang - undamgan, khuswsnya perwbahan dabam
KUHP agar sejalan dengan Undamg-Undang Republik
Indo resia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Manfaat Praktis

Sebagal bahan untuk pereitian selanjutny vang

berkaitan dengan kebijakan peraturan perurda ng-urdangan

di

Idoresia dalam penegakan hukum seswai demgan

tuntutan kemajuan Imu Pengetahuan Tekrologi dan perubahan
Budaya
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E,

METODE PENELITIAN®

1.

Metode Pendekatan

Metode perdekatan hukun wvamg  dipergunakan
dalam pereltian in adalkh tipe pereitian hukum yuidis
normatif. Dikatakan mormatif perelitian nomatif karema
pereftian in dilkkukan hanya dalam telaah peraturan
peratuan yarg tertuis. Tipe pereliian in yvamg digunakan
karera mempunyai obgk hukum. Dalam pereliian yuridis
mormatif pandangan positivism atau hukum berada dabm
peratuan perundang- undamgan yang akan digunakan
dihwbungkan demgan tindakan yang dibkukan oleh subjek
AUk um.

Spesifikasi Penelitian

Dalam pereitian in, spesifikasi pereltian yamg
diperguraan adakh deskriptif anaitis, Adapun yang
dimaksud dengan spesifikasi perelitian di sin adalah sifat /
karaktenstik atau kekhasan dar suatu pereltian yang
digkukan yaitu swatu pereltian yang mengambil hukum
sebagai obwknya Olkh karema itu  pereltian in
diramakan demgan sebuan "Pereltian Hukum”™ Hukum
yvarng dipdikan sebagal obwek pereltan memilki sifat /
karakteristk khusus atau kekhasannya serdir. yaitu
sebagal swatu norma / kaidah yang mempedoman atau
sebagal petokan perilaku mansia dalbm mengambil
hukum sebagal obyeknya memiliki karakteristiknya sendir
bila dibandingkan damgan pereltian- peneitian ainnya.

Hukum sebagai obywek dar sustu  pereltian

tersebut, pada dasarnya secara interral tidak memiiki sifat

" Sperjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatf (Suatu Tinjauan
hingkat) , Rajawall pers, Jakarta



yarmg obyektif seperti halnya obwek-obywek perneltian dar
imu-ilmu Bainnya di luar ilmu hukum yarg memiiki sifat
obyektif. Hal in dikarerakan hukum pada tempat pertama
dan uama, yak n sebagai pedoman perilak u manusia dakm
berineraksi dengan sesamanya samgat dipengaruhi okh
faktor filsafat / pamdangan hduwp dan nlai - nlai budawa
yang dianut okeh masyarakat yang besamgk utan, sehingga
hukum sebagal obyek dar suatu pereltian akan selalu
berbeda-beda mengik uti rua ng dan waktu.

Konsep dan Definisi Operasional

a) Konsep

Konsep — komsep yamg akan  diteiti pada
pereltian tesis in berdasarkan perumusan
masalah dan tuuan peneitian, vaitu meliputi Hak
aborsi bagi wanta korban perkosaan ditinau dan
Undang - Undamng Kesehatan mo 36 Tahun 2009
dan Hak Asasi Manusia apakah ada
pelanggaran  HAM dan hak reproduksi sera

kaitannya dengan ketentuan hukum terkait.

b) Definisi Operasional
Agar tidak teradi salah pemgertian dan
perbedaan inlerpretasi terhadap beberapa istilgh
yarg dipergumakan dalam perelitian in, maka perlu
dijelaskan mengenai beberapa definisi operasional
vang dipergumakan, vaitusebagal berikut
1) Aborsi adalah (bahasa Latin: abortus) atau
Guu Kand ungan ialah findakan
pengehertian kehamilan sebelum janin dapat
hdup di luar kandungan (sebelum wsia 20
minggu  kehamilan) yamg memakibatkan



kematian jann Pengertian aborsi di sin tidak
terbatas untuk alasan menwelamatkan nyawa
ibu tetapi juga untk mengakhr kehamilan
yang tidak diinginkan’

2) Perkosaan adalah Seorang laki-laki yang
memaksa seorang perempuan yang bukan
islinya  untuk  bersetubuh  dengan  dia,
sehingga sedemikian rupa ia lidak dapat
melawan, maka dengan terpaksa ia mau

melakukan persetubuhan itu ©

Cad

Korban ialah adalah (orang) yang menderita
kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu
dsb) sendir atau orang lain.?

4) Korban Perkosaan ialah seorang wanita,
yang dengan kekerasan atau dengan
ancaman kekerasan dipaksa bersetubuh
dengan orang lain di luar perkawinan , '°

) Hak asasi manuwsia ialah seperangkat hek

yang mekekat pada hakikat keberadaan

manusia sebagai makhuk Tuhan Yang Maha

Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib

dinormati, dijunjung tinggi dan diind ungi okeh

Negara. hukum, pemerinlah dan setiap oramng

demi kehormatan sera perindungan harkat

Hanifs Wiknyosastro (Ed), 2006, llmu Kebidanan, Edisi ketiga Cetakan Kedelapan,
Penerhit Yayasan Bira Pustaka, Sarwono Prawirohard]o, Jakarts Hal 302

¢ Wirdiono PFrodjedikoro, Tindak-tindok Pidano Tertentu o Indonesia, (Bandung,
Eresco, 1986, hal . 117

7 WJS. Poer wadarminta, Komus Umum Bohosa lndonesio, [lakarta, PN Balai
Pustaka, 1284}, ha! 741

Arit Gosita, Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhodap Poro Korban
Perkosaan (Beberapa Catoton), (Jakarta IND HILL-CO, 1987), hal 12
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danmarabat manusia.’’

&) Hak reproduksi ialah hak-hak dasar setiap
pasangan maupun individu untuk secara
bebas dan bertanggung jawab memutuskan
jumlah, jarak kelahiran, dan waktu untuk
memiliki anak dan mendapatkan informasi
serta cara melakukannya, termasuk hak untuk
mendapatkan standar teringgl kesehatan
reprodukst dan juga kesehatan seksual (ICPD,
Kairo 1994) '

4. Jenis Data
Sebagai perelitian yuidis rmormatif, dalam perelitian
in menggunakan data sekurder, Data sekurder adalah data

yang diperokeh dar bahanp ustaka .

DCata sekunder dalam metodokgi pereliian  dapat

diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) e ns, yaitu:

a. Baman Hukum Primer, yaitu data yang benpa
baman hukum, dan berasal dan peratuan yang
mengikat seperti peratuan perurdamgan . Dalam
pereltian in bahan hukum primer yang digurakan
adabh Urdamg-Undamng Dasar 1945, Kitab
Undang- Undang Hukun Pidama (KUHP), Kitab
Umdang-Undang Hukum Perdata, Undang—Undang
nomor 389 tahun 1998 tentang Hak Asasi
Manwsia, Undang-Undaarng nomor 38 tahun 2009
tertang Kesehatan

© LEH APIK, Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan (Langkah Demi Langkah),
Jakarta, 2001 hlm.12
.}|':'.1L-'-:.f';'W's'-'W.r"!E"-FEPﬂ Eo.id/aplikasidatafindex.phpfoption=com caontentiview=artid
e&id=6bhak-repraoduksiBeatid=35glossa ry&iternid=102 Zulifarni
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b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu badan hukum yamg
diperokeh dari berbagai kepwstakaan mengerai
badan huikun yang dibahas. Dalbm pereltian in
balan hukum sekunder yang digumakan adalh
DK U-buku yang berhubungan dengan  aborsi yvang
diakukanoleh korbanperkosaan

&, Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hkum vang
dipakai sebaga penunjang dabm pereltian in
sepertl kamus huk um bahasa Inggris.

Metode Pengumpulan Data

Metode pemgumpulan data yvang digurakan dabm
pereitian in  adabh studi  kepustakaan . Studi
kepustakaan (library research) vaitu metode penelitian
vang melakwkan studi dokumen vang  berdasarkan

iteratu—Ilteratur.

Metode Analisis Data

Metode amalsis data yang digurakan dalam
perzitian in adalh metode kuaitatif mormatif. Metode
kualitatif mormatif digurakan karera dalm pereltian in
tidak memggunakan ko rsep-ko rsep atau cara berpikir yang
ditunjukkan dergan angka-angka atau rumusan statistik
Aralisis data memguamakan kualitas dari penyajan data
pereftian dengan cara berpedoman pada imu  hukun,
yang di dabmnya terdapat asas-asas hukum dan kaidah-
kaldah hukum. Analisis data sekunder pada perelhtian in
akan disajkan dalam bentk kalimat vang sistematis
sehingga memuda hkan interpretasi.



Kerangka Pemikiran

Untuk melakkan pergkajian masalah Hak aborsi
bagi wanta karban perkosaan yang ditinjau dari Undang -
Undang Kesehatan mo 36 Tahun 2009 dan Hak Asasi
Manusia serta berbagai aspek yang mempengaruhi, apakah
Hak aborsi bagi wanta korban perkosaan melanggar Hak
Asasi Manusia maupun hak reprod uksi serta bagaimara
pelaksamaannya kaitannya dengan ketentuan hukum
terkait.

Etileh "aborsi” yang berasal dari kata abortus
(Latin),  artinya “kelahiran sebelum waktunya'. Simonm
dengan itu dikenal juga istilkh "kekhiran yang premature”
atau miskram (Belanda), keguguan Berdasarkan KUHP
tersebut  di  atas, perempuan tidak diperkenarkan
melakkan tinrdakan aborsi. KUHP demgan  tegas
mend Lk urg mempertahankan kehiduwan ann, Jadi melinat
kedue peraturan perundang-undamgan yvang ada mengenai
aborsi kbih menrg uamakan kehdwan @nin (pro-ife). Hal
lersebut  di atas  menunjukkan  bahwa aborsi yang
dilakukan  bersifat egal atau dapat diberarkan  dan
diindungi secara hukum dan segalk perbuwatan vamg
dilak tkan olkeh teraga kese hatan terhadap hak reprod wksi
perempuan bukan merupakan suatu  tindak pidama
kejghatan, hal in sering disebul aberfus provocatus
medicinalis."”.

Tindakan aborsi menuu Kitab Undang -Undamg
Hukum Pidama (KUHP) di Indoresia dikategorikan sebagai
tindakan criminal atau dikategorikan sebagai kephatan
terhadap nyawa. Pasal-Pasal KUHP yvang memgatuo hal

¥ Suryeno Ekotama, Abortus provocatus Bagl korban perkosaan, Universitas Atma Jaya
Yogyakarta , Cet 1,2001.hal 31



in adalah pasal 229, 346, 347, 348, 349 dan 535.

Dalam UU Kesehatan 38 Tahun 2009 pasal 75 diatur
tentang larangan melakukan aborsi kecual beberapa indikasi
sebagai benkut :

a. Indikasi kedaruatan medis yang dideteksi sejk
wia din kehamilan baik yang mergancam nyawa
ibu danatau janin yamg merderita penyakit genctic
berat damatau cacat bawaan, mawpun vang tidak
dapat diperbaiki seningga menyulitkan bay tersebut
hduwp di luar kard ungam atau

b. Kemamilan akibat perkosaan va g dapat
menyebabkan trauma psikobgis bagi  korban

perkosaan

Tindakan sebagaimana lersebut hanya dapat dilkkikan
setelah komselng dan/atau perasebatan pra tindakan
dan diakhn dengan korselng pasca tindakan yarg
digkikan okeh komsebr yarg kompeten dan berwenang,
sementara  ketertuan kbih EBnul mengemai  indikasi
kedaruratan medis  dan  perkosaan, sebagaimana
dimaksud di atas diatur de ganPeraturan Pemeri ritah.
Berdasarkan Pasal76 yang mengatur tentang aborsi
sebagaimama dimaksud dalm pasal 75 hanya dapat
dibkikan
a. Sebelun keblamikn berumua 6 (emam) minggu
dihitung dari harn pertama haid terakhir, kecual dalam
halkedaruratan medis;

b. Okh lenaga kesehatan yang memiiki keterampilan dan

kewernangan yarg memilki sertifikat yang ditetapkan
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ckeh merieri:

c. Denganpersetujan ibu hamil varg bersa ngk uan:

d. Denganiznsuami, kecual korbanperkosaan: dan

e. Penyedia layaran kesehatan yvang  memenuh s yarat
yang ditetapkano ke h Me nter

Berdasarkan Pasal 77 diatur bahwa pemerintah
wajb melndungi dan mencegah perempuan dar
aborsi sebagaimara dimaksud dalam Pasal 75 aat (2)
dan avat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak
bertanggung jawab serla berentangan demgan rorma
agama dan ketertuan peraturan perundang-undangan,

Dalam Urdang-Undang Nomor 39 tahun 1999
lentang Hak Asasi Manuwsia, terdapat pemgakwn hak
reprodksi perempuan yang tertera pada pasal 49 ayat 3:
Hak khusus yang melekat pada din wanita dikarenskan
furgsi reproduksi, digmin dan diirdungi okeh hukum.
Deklrasi Alma Ata yang dikellarkan okeh WHQ dan
UNICEF pada tahun 1978 memiiki syarat baru yaitu
‘'sehingga seliap orang mampu hdw produktif, bajk
secara ekonomis maupun sosial’, definsi in menunjukkan
lenang pentingnya kua litas kese hatan mas varakat terama
perempuan’.

Di Indoresia baik secara agama, Undang-Undang
Negara, mawun etik Kedoteran, seorarg dokter tidak
diperbokefkan untik melakkan tindakan pergguguran
kandurgan (aborts prowokatus)'® Dar aspek etika, ada

dinyatakan dakm Kode etk Kedokleran Irdonresia

* Muh Dikman Amsar, 2009, Op ol Hal 179
* Muh Dikman Ansar, 2009, Op cit, Hal 191



memerai kewajban umum, pasal 7d yaitu setiap dokter
haris semantiasa mengl ngat akan kewajban melnd urgi
hdup makhluk insan

Dalam dekbrasi Osb (1970) tentang pengguguran
kamdungan atas indikasi medik, disebutkan bahwa moral
dasar yang dijiwai seocrang dokter adalah butr Lafal
sumpah Dokter yamg menyatakan akan menghormati
hdup imsan segk saat pembuwehan Termaga kesehatan
perlu pula memahami agama yang dianulnya sekin
sumpah profesi dan kode etik, eperti cortoh mulsin
kehdupan sama sekal lidak dimaksudkan untuk alasan
bebas melkukan aborsi sebelum roh kehidwan itu ada
tetapi mengerti batwa hdup dinvatakan saal itu dan tidak
tertuls bahwa potersi kehidupan itu bebas dan kapan saj
dimatikan, Masih banyaknya perempuan yvang melakukan
prakiek tidakan aborsi udak aman karera masih dilihat
sebdgal persoalan moralitas dan krimina fitas semata.

Namun keberadaan peraturan di atas justru
diarggap menmbukan kerugian, karema aborsi masih
dianggap sebagai tindakan krimiral, padahal aborsi bisa
dilekukan secara aman (safe abortion). UU Kesehatan
dibuat untuk memperbaiki KUHP, tapi memuat definsi
aborsi yang salah sehimgga pemben pelavaran (dokter)
merupakan satu- satunya vang dihtkum. Pada KUHP, baik
pember pelyanan (dokter), pencari pelayanman (ibu), dan
yang membaniu merdapatkan pelvaran dinyatakan
bersalah dan akibat abarsi dilarang, angka kematian dan
kesakitan ibu di Indoresia menjadi tinggi karema ibu akan

mencar peldyaranpada tenaga tak teriatih



KERANGKA PEMIKIRAN

ABORSI PADA KORBAN PERKOSAAN

Rencana Penyajian Tesis
Rancamgan sistematika penuisan dibagi dalan N
bab. Bab | Bab Il , Bab Il , Bab N yang teruai sebagai
beriku :
Babl : PENDAHULUAN
A. Latarbelakang masalahdalm penulisan
B. Perumuwanmasalah yang akandibahas dalam
tesis in
C. Tujuan dari penuisantesis ini
D. Manfaat dari penulisan tesis ini
E. Metode pereitian yang digumakan okeh
penulis dalam melkakukan pereltian

Babll : TINJAUAN PUSTAKA
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A. PENGERTIAN DAN ISTILAH BERKAITAN

U

Pk 10O

DENGAN ABORSI
1. Awal Kehidupan

Pengertian Aborsi

Pengertian Child Destruction
Klasifikasi Aborsi
Sebab, Metode, dan Akibat Ahars
a. Sebab Aborsi

b MetodeAborsi

5 Akibat Aborsi

il o

o)

d. Perkembangan Janin di Dalam

Rahim Perempuan

PERATURAN TENTANG ABORSI

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun
2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia

Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki)

PENGERTIAN DAN FAKTOR FAKTOR
YANG TERKAIT PERKOSAAN

KARAKTERISTIK DAN PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN

Ferkosaan

Macam macam Perkosaan

Unsur-Unsur Delik Perkosaan

Hak Dan Kewajiban Korban Perkosaan
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Bab lll

Bab IV

1.

2. Saran yarg berkaitan denganpe nulsan tesis ini.

5. Hak Asasi Perempuan

E. PENGERTIAN ABORS| DARI PERSPEKTIF
HUKUM

Aborsi di dalam KUHP

Aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan

Pro Choice dan Pro Life dalam Abortus

Boworo

. Aborsi dan Hak Asasi Manusia .

F. ABORSIDALAM PERSPEKTIF BIOETIK

. Peranan Bioetika dalam Pemscahan Masalah

—h

_Abortus dalam Etika Prakiek Kesehatan
Aborsl dan HAM |

bW N

Aborsi dan Hak Reproduksi Perempuan

HASIL PENELITIAN DAN PEMB AHAS AN

Menge laskan memgeral Pebksaman Hak
aborsi bagi warita korban perkosaan dilingu
dari Udang - Undamg Kesehatan mo 36
Tahun 2009 dan Hak Asasl Manusia apakah
ada pelamggaran HAM danhak reproduksi
serta  kaitannya dengan ketentuan hukum

terkait.

PENUTUP

Kesimpulandari seluruh hasil peneltiantesis in.
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